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PERENCANAAN 
PROGRAM DAN 

PENGAWASAN DALAM 
PERLINDUNGAN 

GAMBUT
DI PROVINSI RIAU



DASAR HUKUM

UU No. 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No. 71/2014 jo. PP No. 57/2016
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

PerMenLHK No. 2 Tahun 2021 
Penugasan 7 Gubernur Untuk Restorasi Gambut

7 Provinsi di Indonesia:

1. Provinsi Riau

2. Provinsi Jambi

3. Provinsi Sumatera Selatan

4. Provinsi Kalimantan Barat

5. Provinsi Kalimantan Tengah

6. Provinsi Kalimantan Selatan

7. Provinsi Papua

UU No. 11 Tahun 2020
Cipta Kerja

Perencanaan Program dan 

Kebijakan Pengawasan Restorasi

Gambut dan Pengelolaan

Ekosistem Gambut Berkelanjutan

di Provinsi Riau 

PerMenLHK 

P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Tata Cara Penyusunan, Penetapan, 

dan Perubahan RPPEG

KepMenLHK

No. SK.246/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2020 
RPPEG Nasional Tahun 2020-2040

Pasal 264

Perda RPJMD

Perda Nomor 3 2019 Ttg RPJMD Provinsi Riau dan 

Pergub Nomor 74/2016 tentang SOTK DLHK

UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

RENSTRA DLHK (Pergub 42/2019)

Pasal 12 & 14

WewenangLingkungan

dan Kehutanan

Pelaksanaan MISI KEDUA RPJMD

R I A U   H I J A U

RPPLH

Peraturan Presiden

N0.120

Pembentukan BRGM

Peraturan Kepala BRGM 

No. P.7/Ka.BRGM/2021 

tentang

Pedoman Pembentukan

dan Pelaksanaan

TRGMD

Keputusan Gubernur

Riau No. 871/VIII/2021 

tentang

TRGMD Provinsi Riau

Pasal 23 ayat 6

Perda Nomor 10  Provinsi

Riau tentang RTRW 

Provinsi Riau 

Tahun 2018 - 2038

UU No. 26 Tahun 2007
Penataan Ruang



64% 
WILAYAH 

DARATAN 

RIAU

ADALAH 

KHG

59 KHG

KepMenLHK No. 

SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017

Tentang Penetapan Peta KHG Nasional

❑ Deforestasi Lahan Gambut

❑ Hilangnya KEHATI 

❑ Kebakaran Hutan dan 

Lahan

❑ Emisi Gas Rumah Kaca

Permasalahan

Tersebar Pada:
11 Kab/Kota
dari 12 Kab/Kota



FUNGSI 

EKOSISTEM 

GAMBUT

Fungsi Budidaya

2.597.692,30

(52,11%)

Fungsi Lindung

2.386.996,44 ha

(47,89%)



ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI RIAU

EKONOMI SOSIAL LINGKUNGAN HUKUM DAN TATA KELOLA

▪ Kesenjangan pembangu

nan wilayah

▪ Produktivitas pertanian l

ahan gambut rendah

▪ Tingkat kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarak

at

▪ Terbatasnya

infrastruktur dan akses

pelayanan dasar

▪ Keberlangsungan

kemandirian pangan

▪ Peningkatan

pertumbuhan

penduduk

▪ Alih fungsi dan kerusakan lahan gambut

▪ Emisi Gas Rumah Kaca

▪ Kebakaran hutan dan lahan

▪ Penurunan keanekaragaman hayati

▪ Rendahnya tata kelola air pada lahan

gambut

▪ Banjir dan abrasi gambut

▪ pemanfaatan ruang dan 

lahan

▪ Kapasitas dan peran

kelembagaan dalam PPEG

▪ Pengawasan, evaluasi, dan 

penegakan hukum dalam

pengelolaan gambut

(Sumber: Draft RPPEG Riau)



Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021Keputusan Gubernur Nomor 751/VII/2021

Pembentukan tim percepatan verifikasi

dokumen Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi Riau Tahun 2020 - 2025.

RPPLH

RPPEG

RIAU 

HIJAU

RPRKD

Keputusan Gubernur Nomor 681/VI/2021

Pembentukan tim pembahasan

Rancangan Peraturan Gubernur Riau 

tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut

(RPPEG) Provinsi Riau.

Keputusan Gubernur Nomor 2136/XII/2020

Pembentukan tim koordinasi dan 

kelompok kerja Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan Rendah Karbon 

Daerah Provinsi Riau

Tindak Lanjut Nota Kesepakatan antara

Kementerian BAPPENAS dengan

Pemerintah Provinsi Riau tentang

Perencanaan Rendah Karbon di Provinsi

Riau Nomor; NKB 01/M.PPN/01/2020 dan 

Nomor 02/NK/I/2020 perlu Menyusun 

Dokumen Rencana Pembangunan 

Rendah Karbon Daerah di Provinsi Riau

.

Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1, PP No. 71/2014 jo. PP No. 57/2016)

Kebijakan yang Telah di Tetapkan

TRGMDKeputusan Gubernur Nomor 871/VII/2021

Tim Restorasi Gambut dan 

Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau.



URGENSI PENYUSUNAN RPPEG

61

2

3 4

5

Komitmen Pemerintah Provinsi

Riau untuk berkontribusi dalam

mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan (SDGs)

Pengawasan pelaksanaan

perlindungan dan 

pengelolaan ekosistem

gambut lebih terarah

Panduan dalam rencana

pemanfaatan ekosistem

gambut

Penataan ekosistem gambut

provinsi Riau lebih terarah, sesuai

dengan karakteristik dan daya

dukung ekosistem gambut dengan

mengacu pada fungsi lindung dan 

fungsi budidaya ekosistem gambut

Panduan dalam

pemiliharaan

(pencadangan dan 

pemulihan) ekosistem

gambut

Panduan dalam pengendalian

(pencegahan dan 

penanggulangan) kerusakan

ekosistem gambut



STRUKTUR TRGMD PROVINSI RIAU

Penanggung Jawab : Gubernur Riau

Anggota:

1. Wakil Gubernur Riau

2. Ketua DPRD Riau

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

4. KAPOLDA Riau

5. Ketua Pengadialn Tinggi Riau

6. Komandan Korem 031 Wirabima

7. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin

8. Komandan Angkatan Laut Dumai

9. Ketua Lembaga Adat Melayu Riau

10. Bupati/ Walikota di Provinsi Riau

11. Rektor Universitas Riau

12. Rektor Universitas Islam Riau

13. Rektor Universitas Islam Negeri 

SUSKA

14. Rektor Universitas Lancang Kuning

PENGARAH

Koordinator

Bidang Perencanaan, 
Monitoring dan 

Evaluasi

Bidang Konstruksi, 
Operasi dan 

Pemeliharaan

Bidang Rehabilitasi
Mangrove

Bidang Edukasi dan 
Sosialisasi, Partisipasi

dan Kemitraan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Sekretariat

Suport System:

1. Pemerintah Kabupaten/ Kota

2. Perusahaan/ Swasta

3. NGO/ LSM

4. Media Massa

5. Penggiat Lingkungan

6. Masyarakat



Tugas dan Fungsi TRGMD 

5

4

3

2

1

Koordinasi penyusunan rencana

perlindungan dan pengelolaan

ekosistem gambut dan rehabilitasi

mangrove skala provinsi

Koordinasi dengan pemerintah

kabupaten dan pihak terkait

lainnya dalam pelaksanaan

restorasi gambut dan rehabilitasi

mangrove

Koordinasi dengan pemerintah

daerah dan pihak terkait lainnya

dalam pelaksanaan sosialisasi, 

edukasi, dan pemberdayaan

masyarakat

Pemantauan pelaksanaan

program dan kegiatan restorasi

gambut dan kegiatan rehabilitasi

mangrove yang dilakukan di 

wilayah provinsi; dan

Evaluasi pelaksanaan restorasi

gambut dan rehabilitasi mangrove 

secara periodik minimal 2 (dua) 

kali dalam setahun

Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 871/VIII/2021 tentang Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau 



UPAYA RESTORASI GAMBUT DI PROVINSI RIAU 2017-2021

- Pembangunan 925 Sumur Bor di 

Kabupaten Kampar,  Siak, Rohil, 

Bengkalis, Inhil, Inhu, Pelalawan

- Pembangunan 1296 Sekat Kanal

di Kabupaten Kepulauan Meranti, 

Kampar,  Siak, Rohil, Bengkalis, 

Inhil, Inhu, Pelalawan, Kota 

Dumai dan Pekanbaru- Revegetasi di Desa Kundur

(Kepulauan Meranti) 25 ha

- Revegetasi di Desa

Sendanu Darul Ihsan 

(Kepulauan Meranti) 30 ha

- Revegetasi di Temeran

(Bengkalis) 25 ha 

- Revitalisasi Ekonomi untuk 97

Kelompok masyarakat di 97

Desa/ Kelurahan di 

Kabupaten Kepulauan Meranti, 

Kampar,  Siak, Rohil, 

Bengkalis, Inhil, Inhu, 

Pelalawan, Kota Dumai dan 

Pekanbaru



Upaya Penguatan Restorasi Gambut







T E R I M A K A S I H

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 468 Telp. 21630, 31631, 21440 Fax. (0761) 32651

Pekanbaru - 28126


